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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneiliti kembali pengaruh penerapan standar 

akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi 

sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pasuruan. Penelitian ini dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner dengan menghasilkan 93 sampel responden, 

namun yang dapat digunakan hanya 89 sampel. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien 0,258 (bernilai positif). Maka 

dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perangkat 

OPD memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintah, maka 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan 

semakin baik. 

2. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,018 dan koefisien 0,086 (bernilai positif). Maka 

dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
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Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perangkat 

OPD menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin baik 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,004 dan koefisien 0,118 (bernilai positif). Maka 

dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh 

positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkualitas kompetensi 

sumber daya manusia yang dimiliki OPD Pemerintah Kota Pasuruan, 

maka akan semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

4. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X4) memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,000 dan koefisien 0,203 (bernilai positif). Maka dapat 

disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang 

dijalankan OPD Pemerintah Kota Pasuruan, maka akan semakin baik 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menguji kembali 

pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian 

internal dengan subjek yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan 

uji koefisien determinasi, nilai Adjusted 𝑅2 sebesar 0,853 atau sebesar 85,3% 
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dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

Hasil dari pengujian sejalan dengan hipotesis pada penelitian ini yang 

membuktikan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terkait dengan 

opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang diberikan pada tahun 2018 dan 

2019 kepada Pemerintah Kota Pasuruan. Hal tersebut disebabkan adanya 

masalah pada penatausahaan aset tetap dan persediaan yang belum tertib, 

penyajian saldo aset belum memadai, realisasi belanja daerah yang tidak 

memadai dan tidak digunakan secara tepat, penatausahaan persediaan yang 

belum tertib, dan kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal. 

Selain itu, Pemerintah Kota Pasuruan juga tidak mampu mempertahankan 

konsistensi dalam memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada 

tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut 

Pemerintah Kota Pasuruan didorong pada kesesuaian terhadap standar akuntansi 

pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya 

manusia, dan sistem pengendalian internal sehingga diharapkan tidak terjadi 

ketidakkonsistenan Pemerintah Kota Pasuruan dalam memperoleh opini WTP 

kedepannya. 

 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan implikasi secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 
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1. Implikasi Teoritis 

a. Menerapkan prinsip akuntansi yang telah ditentukan sesuai dengan 

peraturan-peraturan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas LKPD Kota Pasuruan. LKPD yang disusun dan disajikan 

sesuai dengan SAP akan memiliki kualitas yang jauh lebih baik 

dibandingkan LKPD yang tidak sesuai dengan SAP. 

b. Melaksanakan atau mengimplementasikan sistem akuntansi sesuai 

dengan pedoman dan prinsip yang telah ditetapkan mempengaruhi 

tingkat kualitas LKPD Pemerintah Kota Pasuruan. Semakin baik OPD 

menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin baik 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

c. Sumber daya manusia memiliki pengaruh dalam mengukur tingkat 

kualitas LKPD Pemerintah Kota Pasuruan, dimana kompetensi yang 

dimiliki setiap pegawai bagian keuangan harus memiliki pengetahuan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, keterampilan 

individu, dan sikap atau perilaku sebagai akuntan. Sehingga akan lebih 

baik jika setiap OPD Pemerintah Kota/ Kabupaten/ Provinsi selalu 

memperhatikan tingkat kompetensi pegawai bagian keuangan. 

d. Sistem pengendalian internal di setiap OPD harus dijalankan oleh 

pimpinan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, agar para pegawai 

keuangan dapat bekerja dengan baik dan berdasarkan pada ketentuan-
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ketentuan akuntansi yang berlaku, sehingga LKPD yang disajikan 

memiliki kualitas yang tinggi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

acuan bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam memperbaiki masalah-

masalah yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terjadi 

dalam 4 sampai dengan 5 tahun ke belakang, serta sehubung standar 

akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi 

sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal agar lebih 

diperhatikan dan ditingkatkan untuk memperoleh tingkat kualitas LKPD 

dengan opini WTP. 

 

5.3. Keterbatasan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh penerapan standar 

akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi 

sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pasuruan, maka terdapat beberapa 

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kesulitan dalam pengumpulan data melalui media google form karena link 

yang digunakan untuk mengisi formulir tidak tersebar ke seluruh OPD 

Pemerintah Kota Pasuruan, sehingga peneliti kembali melakukan 

penyebaran kuesioner fisik ke OPD Pemerintah Kota Pasuruan yang 

menghabiskan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. 
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2. Setiap OPD Pemerintah Kota Pasuruan tidak memiliki jumlah pegawai 

bagian keuangan yang sama, sehingga peneliti tidak mengambil sampel 

secara merata di setiap OPD Pemerintah Kota Pasuruan. 

3. Peneliti tidak dapat melakukan pengambilan sampel di seluruh OPD 

Pemerintah Kota Pasuruan, sehingga akan ada perbedaan hasil dan 

kesimpulan apabila dapat mengambil sampel di seluruh OPD. 

 

5.4. Saran 

Saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa agar 

memperhatikan media yang digunakan dalam menyebarkan kuesioner sehingga 

dapat mempersingkat penyebaran dan pengumpulan kuesioner, sebelum 

melakukan pengambilan data, peneliti sebaiknya mencari informasi mengenai 

jumlah rata-rata pegawai bagian keuangan setiap OPD agar dapat menentukan 

jumlah sampel yang akan digunakan, dan untuk mengupayakan agar dapat 

mengambil sampel diseluruh OPD Kota/ Kabupaten/ Provinsi agar mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih sempurna.
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